BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar (grund norm), paket
undang-undang keuangan negara, Undang-Undang No. 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas sesungguhnya telah
memberikan kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara
di lingkungan BUMN Persero yakni bahwa keuangan di lingkungan
BUMN Persero adalah ~keuangan negara. Alasan yang
mendasarinya adalah pertama, makna keuangan negara dalam
ketentuan konstitusi (UUD 1945) tidak hanya mencakup APBN yang
bersifat tahunan melainkan juga keuangan negara dalam bentuk
lainnya sesuai ketentuan Pasal 23 C, yang diarahkan demi
terlaksananya pengelolaan keuangan negara yang mengedepankan
prinsip transparan, akuntabel, dan kehati—hatian, dalam mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Pasal 23 ayat (1) UUD 1945);
Kedua, beberapa ketentuan dalam paket undang-undang keuangan
negara seperti Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004
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tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dan Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo.
UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
mengatur secara jelas dan tegas cakupan keuangan negara yang luas,
yakni termasuk kekayaan yang dipisahkan di lingkungan BUMN
persero; Ketiga, Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa Badan Pemeriksa Keuangan
diberikan kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Keempat, Fatwa MA No.
WKMA/Yud/20/VI111/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 yang sering
kali diklaim sebagai landasan hukum yang mempertegas status yuridis
keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai bukan
keuangan negara, tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena
bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan
yang berlaku sah dan mengikat secara umum di Indonesia,
beradasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 24 A ayat
(1) UUD 1945 tentang wewenang MA. Penulis berkesimpulan bahwa

kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara di lingkungan
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BUMN Persero telah terpenuhi yakni bahwa keuangan di lingkungan
BUMN Persero adalah keuangan negara.

2. Tindak pidana korupsi yang mengandung unsur keuangan negara dan
kerugian keuangan negara adalah satu dari tujuh jenis tindak pidana
korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana
korupsi itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan rumusan
delik formil, di mana adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur delik yang dirumuskan, bukan dengan
timbulnya akibat. Kerugian negara dalam rumusan kedua pasal ini
tidaklah mutlak harus terjadi, namun tetap menjadi penting untuk
perbuatan hukum yang in potentia akan menimbulkan kerugian negara.
Berdasarkan delik tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan hal
kerugian keuangan negara, penulis berkesimpulan bahwa status yuridis
keuangan keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara hanya
membawa implikasi bagi penyelesaian tindak pidana korupsi yang
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Implikasi lainnya adalah
bahwa kerugian negara in actu dan in potentia dalam pengelolaan
keuangan negara di lingkungan BUMN Persero akan menimbulkan
tanggung jawab pada direksi dan komisaris sehingga dapat dituntut
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999

jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
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Korupsi jika unsur-unsur delik telah terpenuhi tanpa harus dibuktikan
terlebih dahulu ada tidaknya kerugian negara.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang
Kepastian Hukum Tentang Status Keuangan Negara Negara di Lingkungan
BUMN Persero dan Implikasinya Terhadap Masalah Kerugian Negara dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, maka penulis menyarankan beberapa hal:
1. Para sarjana hukum, aparat penegak hukum, eksekutif dan stake holders

(para pemangku kepentingan) yang masih menyatakan adanya
ketidakpastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan
BUMN Persero hendaknya berupaya untuk memiliki kesadaran intelektual
dalam bidang hukum bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan
di Indonesia sangat mengakomodir hak intelektual setiap orang untuk
mengemukakan pendapat dan analisis konseptual tentang produk hukum
tertentu, tetapi pegangan yuridislah yang harus dipergunakan dalam
penegakan hukum yakni hukum positif yang berlaku, bukan analisis
konseptual yang sering kali didasarkan pada kepentingan tertentu, yang
dapat membawa dampak buruk bagi kesejahteraan rakyat dan
perekonomian negara. Pemahaman tentang Pasal 4 ayat (1) UU BUMN
yang sering dijadikan landasan hukum konsep mereka tentang keuangan di
lingkungan BUMN Persero bukan merupakan keuangan negara,
hendaknya diarahkan untuk dimaknai secara tepat dalam konteks paket

undang-undang keuangan negara dan Pasal 23 ayat (1) dan 23 C UUD
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1945 yakni bahwa keuangan di lingkungan BUMN Persero adalah
keuangan negara.

. Aparat penegak hukum dan para stake holders (pemangku kepentingan)
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan
BUMN Persero harus berani dan tegas menyatakan bahwa keuangan
negara di lingkungan BUMN Persero adalah keuangan negara sesuai
dengan ketentuan konstitusi dan paket undang-undang keuangan negara
sehingga kerugian di lingkungan BUMN Persero adalah juga merupakan
kerugian negara. Mereka juga hendaknya berani dan tegas menyatakan
bahwa direksi atau komisaris atau pun pihak-pihak tertentu di lingkungan
BUMN Persero dapat juga dikenai pertanggungjawaban hukum dengan
menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi selama dipenuhinya unsur-unsur delik yang diatur
dalam pasal tersebut. Paradigma lama yang sering mengedepankan
pembuktian tentang jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh
tindakan direksi dan komisaris BUMN Persero sebagai syarat bagi
digunakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 tahun
2001 tentang Pemebarantasan Tindak Pidana Korupsi harus ditinggalkan.
Paradigma yang harus digunakan adalah paradigma UU No. 20 tahun 2001
yang bruapaya menyelamatkan negara dari praktek tindak pidana korupsi
dengan mengutamakan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagai syarat
adanya tindak pidana korupsi. Paradigma ini sejalan dengan legal will

yang tertuju pada pencapaian kepentingan yang lebih besar dan lebih luas
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yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan
negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yakni memajukan kesejahteraan umum. Hal ini penting demi tercapainya
tata kelola keuangan negara yang terbuka, akuntabel, hati-hati dan selalu
dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, penulis
menyarankan adanya perubahan penjelasan tentang status yuridis
keuangan di lingkungan BUMN Persero dan penambahan ketentuan Pasal
yang mempertegas lagi status keuangan negara di lingkungan BUMN
Persero dalam peraturan pemerintah, sehingga terjadi harmonisasi dan
sinkronisasi dengan UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan
negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini
dilakukan demi menjamin pengelolaan keuangan negara di lingkungan
BUMN Persero yang mengedepankan akuntabilitas, profesionalitas,

transparansi dan kehati-hatian.
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Junlah Belnja Negara (B o+ BII « BIH) 1000843921 662,000  937.382.019.569 767 93,66% 085730751 086613
€. Surplus [Daficit) Anggzran (A B} B2: 129.311.930.103.000)  (88.518.781.374.284) E8,26%  [1.121.317.760.176)
1. Pembiayaan B2e

I. Fenbiayaan Dalan Negeri B221 142560.169.663.000 124999 182 482469 87,68%  102.477.625080.058
I Rekening Pemerintah R2411 RF A TROERS NmN A3 N49 247 TRA RIT 93, Th 799 999994 a59
3. Pivatisasi dan Parjuslan Asat Prog-am Restrubturisasi B2412 #35.100.000.000 £00.333.091 356 82,61% 2.002.038528.102
3. Sural Eeharga Negara (Netu) B.24.13 99.756576.171.000  9E470.897.644.002 100.22% £5.916.261326.762
4. Penyer-aan Modal Negara/Uana Investas Femenntak B.Z4an4a (14.0mE 96 5 0 F 0U) (13084944, 4 b 2T Ui His (2. BULL LD, R0 o)
5. Pembizyaan Lain-lein D.2415 - [15126.346.239.334) - 15.059.745.224 935
Il Pemblayaan | sar Negerl Netol Bre {17 774 339 R o) (12 315 71 NAT N52) 97 5i% (1£ 4n% ATT 014 N53)
1. Penarikan Pinjanan Luar Nageri (Bruto) B242.1 £9299.(57.361.000  58EE201E.806.549 81,66%  50.218.719.931.906
¢. Penikan Pinjanian Frogiam B.24.2.1.1 30.315500.000000  26.857.702.905 655 95.45% 50.100.433.755.174
k. Penankan Pinaman Froyek B.2Aa.21.2 FAHMYE S BR OB 0 JLEAAT BY S BYa JB, 2% UL g LR )
2. Pemerssan Pinjanan p2e2? {12591.636.624.000]  [J.046.801.016.526) 23,45% 15.109.316.202.002)
3 Pembayaran Chclan Pokok Utang | mar Negerl B24723 (S 31 7000 O Do) IRf 031 113 ARKT OTT) QF 5% 163435 310 747 07 T)
Junlah Penbiayaan (D1 = D) 129044930.403.000 __112503311.415415 0G,71% ___ 03.07 1740066005
E. 53 Ledih (Kurang) Penbiayaan Anggaran-SiLPE (S1EPA] (0=} B2% 23964 527041111 J9 950830 305 5 27Y
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Kementerian Negara BUMN Republik Indonesia
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dalam Rupiah)
Uraian Catatan | 31 Des 2008 udited) 31 Des 2008 Audited
ASET
Aset Lancar
Kas dan Bank
Rekening Kas BUN i Bl 21 32180020242.213  67.707.599.065.065
Rekening Kas di KPP (22 8.309.379.301 258 6700032343211
Rekening Pemerintah Lamnya 23 J28a0571163 3564293876747
Kas di Bendahara Pengeluaran C24 1036.241 84,537 114.112127.961
Kas i Bendahara Penermaan 25 1.040.200.19%5.970 1.308.:388.040.5%0
Kas Lainnya dan Setara Kas C26 801.887.127630
Kas pada BLU £27 2676970.379.101 2.389.096.628.520
Jumlah Ks dan Bank 81.368.710.152403  114957.787.172.859
Piutang
(ang Muka dan Rekening BUN €28 2.060.724 882615 3126.790.367.113
Piutang Pajak 29 63608918.330.257 054022247197
Piutang Bukan Pak C.210 21059930458806  30.503438.348.026
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angeuran G211 107 946353 2032684
Bagian Lancar Taginan Tuntutan Ganti Rugi (212 30620839227 0:799.034.235
Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang G213 9067623170003 22637.399.160.000
Uang Muka Belanja C.L14 197.622.609.348 139810228392
Pustang dari Kegiatan BLU C.215 1920 45.115.328 1453920 244591
Piutang Lain-an C.216 19492009209778  12023.319.207.884
Junkzh Pitang 113388.808.641801  131.105.728420877
Investast Jangka Pendek BLU G217 11770000000 328.585.000.000
Persediaan C.218 36.606.624405660  17.701.763.092.634
Jumlah Aset Lancar 1376113199863 264.093.865.686.430
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Investasi Jangla Panjang
IvestsiNon Pemanen
Rele Tana IuestasiRek Penbangunin Naerah
Oana Bergur
Investasi Non Pemanen Lannya
Junih vescas Non Pemianen
Ivestash Femianen
Investst Permanen PN
et Permanen B
Investast Permanen Lannya
Junldh Ivestasi Pemanen

Jumlah [mvestasi Janglia Panjang
Heet Tetan
Tanah
Fealta i Mes
Fadung dan Bangunan
Jaln, Inges, dan Jarmgan
A Telqy Lamnya
KonstrukstUslam Pengeryaan
Juneah Aset Tetap
set Laimnya
Tagihan Penjualan Anggtran
Tagian Tuntutan Cant Rug
Kenmtran g Pivk Kelia
Penesusan Pjanan

L718
Al
L2

Wh)
Wi
WAL

R A28 49 i3 A7
2447163620088
129710708 4%
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A RT1STR TN A0
1357671.113.340

B74221 138371

S AIRI1108201
BT 194300
11BM14128157%

]
[.12040.315.660
39.136.103.639,008

H6062370.530519
637134300
[66.808.229. 147871

673465.161.528 407

B2 877236132300

137.033.382,666.668

468,577 411 873 368
145.766.663.399 49
12319716471 880
186921467820 42
1.802.691.367 8.8
K601 73200406

TI2035.360.63133

RIS R
(29373007 531348
109.119623.581.182
107.366.714.600033

6.708.740.969 386
10101 56

378.004.124.288.69

ITRIRNE!
41520521 46
§2.647.200.000
18.361.103.000

673.341.421634 364
S T04816
212236702
d01.230000
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gt Tl Rerwa T3 A3 AMTVREMAY
Dana yang lvatest Penggunaamya RATIAM%030 304779085
D Keolean BLU vang Be Diwlrke DIGHILB00  AdT2Blad8N
D Peraninan (72006063214 1675976.1%
et Landa 128016631897 BL566 112778071
Jumlah Aset Leinnya (7547500161107 422.232.167 508,468
JUMLAR ASET LIZLBTIZLIL6N3  LOTITOLT98461 811
HEWAJIEAN
Hevwajtan Jangli Pendel
Utang et ik Ketiga WK MGORB0S028  Z33ME0E0T
Utang Kepada Pak ket G2 | ZJI0M054%86 155914334590
tang Kelihan Pembayaren Pendepatan CL1 (MR 3306008177
Bagan Lanca Utang Jangha Panpany CLI | RRG0447212104  108497.324430.067
Utang Biaya Poanan CZ31 | IBOZG547619.130  200827864.201.000
Uteng Subd C23 | TolIT14e801103 1250031526624
tang Surat Postendzharaan Ngar CA3 | BAISJa006e000 958158968000
Pendapatan Oterma inuta WAl 476370742 :
tanangka Pendek | amnya WY L T TR
Jirlah Hevwajitan Jangla Pendel 8183028700918 181.343.265.322.480
Hewjitan Jangla Panjang
tang Jangk Pajang Dilam Neger
Utang Jangha Pajang Dlam Mg on Ptanian | C206 | SOLASRJBAI0L080 0087515008380
Utang Kepada Dana Pensundan THT WE] - | 0060837487
itang Jangka Panang el Neger Lanna CL | 280h.506.39.6%
Jumah Utang Jangi Panang Dalan Nege AIBINAETT  Bood8h 12336035




Utang Jangka Panjang Luar Negen
Utang Jangka Panjang Luar Neeri Perbankan
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negen
Jumlah Hewajiban Janglia Panjang
JUMLAH HEWAJIBAN

EHUITAS DANA

Eluitas Dana Lancar
OAL Awal Setelah Penyesuaian
SILPA (SKPA] Setelah Penyesuaian
Dana Lancar Lainnya
Cadangan Putang
Cadangan Persediaan
Pendapatan yang Ditangquhkan

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahlan
3eliih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Jumlah Elwitas Dana Lancar
Eluitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
Diimvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Ast Lainnya

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Panjang
3alisih Kurs Utang Jangka Panjang
Jumlah Elitas Dana Investasi
EHUITAS DANIA NETO
JUMLAH HEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
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C23
240

C241
242
243
24
C243
C.246
C247

248
C.243

C.250
C23l
(232

£.253
Wk

959.498.473.4%6.215
J0.047.323.267.503
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625.661.868.010.166

309.340.796.763.718

69.861.868.010.166

1.483.869.107.262.445

1.512.347.991.380.521

1.681.708.394.583.363

43.347.001 84114
23.176.900.581.682
2821.340.491.184
113.388.808.641.800
36,606,524 405,660
1.922.173.004.649

(175.176.238.435.688)
(4.763.707.423)
(3.149.246.887.034)

1.693.691.256.713.011

13370.314.138.408
13.520.430.300.529
4.723.164.674.583
131.105.728 420877
17701.762.092.694
2632683677853

(149.373.584.063.066)

(20.360.101.882918)

43536.825.878.346

737.039.382 666.868
§79.004.124.298 69
175.467502.161.107

(1.397.804.839.153.172)
(96.064.268.109.273)

§2.750.600.363.341

712.033.340631.998
673.341.421 634 984
422232167308 465

(1.314.489.164.736.406)
(197.88.626.654.113)

$§7.641.901.864.225

285.260.938.384.926

LRI

318.011.838.748.866

L121.887.122.326.534

2071.702.785.461.877
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Kementerian Negara BUMN Republik Indonesia
PEMERINTAK REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKAIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2008
(Dalam Rupiah)
Uraian Catatan | TA 2003 Aucitedd ~ TA 2005 Wudled)
A. ARUS HAS DARI AKTIVITAS OPERASI
| Arus Kas Masuk

I Penerimaan Perpajakan IVA
2. Paak Penghasian JIT614988.31164  327497716210.755
b. Pajak Pertambahan Niai dan Penjualan Barang Mewah 193,067 541938775 20,647 424433 640
¢. Pajak Buni dan Bangunan A70191700513  25.34.279618.301
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah den Bangunan 6464517415416 5573095008708
e.Cuka 0671846850196 51.201.702 624 o1
0.Pajek Lamnya J1B0A0006610 3034423417186
h. Pajak Perdagangan Internasiona 18563 227993600 36.342.099.350 9%
Total Penerinaan Perpajakan 619914365.0634%9  658.700.730 664 236

1. Penerimaan Negara Bukan Paak (PNP) 022
3. Penermaan Sunber Daya Alan 136969230, 46.131  224463.006.839 205
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 2649043069440 29088.370.115.749
c. PNBP Lainya GLOB6.202.381430  66.964.396.171.290
Total PNBP 221064.961397006  320519.773.126.24
3 Penermazn Hbah 023 1666643 504.097 2304013099221
Jumlah Arus Kas Masuk (A 843.646.609.364.902  881.520.576.884.101
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A s Kol
I, Belanja Pegawal 024 | 1Z7663323688720 112773501 564 283
1 Belaja Barang 025 | Q0664298161767  5o887772497813
3. Bunga Utang 026 | BO701902422813  G83623843100
4. Subsid 027 | 1804972708413  275.289976592.789
0. Bantuan Sosil 028 | T37968479004 56920790831 56
6. Belana Lan-Lain 023 | MATN0T5  31.096.657 038 061
1. Bayi Hesl Papk 0210 | 3269126575424  37878.950 602847
8. Bayi Hesi Sumber Daya Nan 0211 | 380821003513  40739618.901 26
9. Dana Alokes Unun 0212 | 160414.100000000  179.507.144871.000
10 Dana Alokasi Khuss 0213 | 4707415400000 20787 346.700 000
11, Dana Otonomi Khusts 0214 | D565cA000000  7510.265.7%4.000
12 Dana Penyestzan 0215 | 1507200004000  6.200530.9%4.665
Jumlah Arus Kas Keluar (A1 8615224645955  912.961811451417
Arus Kas Bersih dari Aktvitas Operasi (A1 Al LET5.254.030543  GR.550665438.204
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON
KEUANGAN
. Arus a5 Masuk
Penualan Aset 0216 103.437 67 565 08 806 436436
Jumiah Arus Kas Mesuk B.) 109.437.667.685 80.650.436.436
I Arus Kas Keluar
Belanja Aset Tetap 0217 | ToB2367411406 72768839635 136
Jumlah Arus Kas Keluar B.1) 1552367411406 72.768.839.635.1%
Arus Nas Bersih dari Aktvites Investasi Aset Non 1542929143741 (72679.98:3.188.760)
Keuangan (8.1 B
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C. ARUS AS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
. Arus as Masuk
I Penermaan Penbiayaan Dalan Negen
2. Penermaan Penbiayaan Luar Negeri
3 Penermazn Pengenbalian Penerusan Finnan
4 Penermiaan Penbiagaan Lan-ain
Jumlah Arus Kas Masuk (G

I Ares K Neluar
I Pengeluaran Penbiayaan Dalan Negen
1 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negen
3. Penyertaan Modal NegaraDana lvestas Penerntah
4 Prneruzan Piaman
0. Pengeluaran Pembiayaan Lan-an
Julah s Kas Keluar (G

Arus Kas Bersih dari Ativitas Pembiayazn
(G1=Cl

D. ARUS AS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
| Puitunga Fivak Ketia (et
1. PEK Prefancing dan PFK Loy
3 Kiman ang
4§ Transto
0. Penempatan Dana Pemenniah
Arus Kas Bersih dar Aktivitas Non Anggaran

0218
0213
0220
0221

0222
022
0224
022
022

022
0228
0229
0230
0231

202277 250438 3%
B8 62.040. 80849

3133897 417563
3352484 940170

1d5.87 341 822.200
B0.218.749 921,905

D419 279330448

2425880 268,267

43.05.786.007 301
6031138707
13084.949. 775291
160700434079
BIATR 830178 A

41.535.371,684 558

45,778,041 377 082
B4dadI07a20m
2500020000 000
0.189.316.203 882
S50 94100413

18.342382.862.882

1§7.463.623.528.554

112583.311418.418

955.696.291. 231
12500.000.000 000y
1 45.543.150 438

3Nt 4aa4H

B4.071.74.066.005

(24 15.293.370
(13380 78 626.331)
116.3%.32202
[T2401 363477
1000000 000 000

(2838.831.410.233)

8174128676312




Penggunzan SAL
Penyestaian Pembukuan
KENAINAN [PENURUNAR) AS
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU
Noreksi Saldo Awial BLU
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelzh
Horelsi
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU
Rekening Pemerintzh Laimya
Kas i Bendahara Pengeluatan
Kas di Bendahara Penermaan
Kas Lainya dan Setara Kis
Kas pada BLU yang Belum Disahkan
SALDO AKHIR AS DAN BANK

Sumber: Direktorat BMN 1l Dirjen Kekayaan Negara Il
Kementerian Negara BUMN Republik Indonesia

(23
(.24
(25
(.26
0
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(51.857.136.312.000) :
(787.626.458.446) (6.519.253.368)
(1520067740548 5176776037360
T5830.197373.908  24.062415.000.056
1.752616411.084
TIS6LA13. 784962 24.062415.000.05
A6062746.040414  75.830.197.373.908
JL218505711.6%4  3oe42938.767447
[032418%57 1164712127 361
14020019970 1.308.368 04050
901887427630 :
103128878158 1021550862903
§1368.710.152403  114.957.787.172.859




